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ABSTRAK

Negara Kesatuan Republik Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-
undang Dasar 1945. keduanya merupakan dasar konstitusi tertinggi dalam
Negara Indonesia. Pasca Reformasi 1998, lahirlah Undang-undang Nomor 22
Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang pemerintahan
Daerah. UU ini memberikan dampak kepada daerah-daerah di Indonesia.
Sehingga muncul aturan hukum baru disebut peraturan daerah (Perda). Adanya
lembaga eksekutif bernama Bupati dan lembaga legislatif bernama DPRD. Daerah
mencoba membuat Perda berlandaskan hukum agama. Daerah mayoritas Islam
seperti Jawa Barat membuat perda bernuansa Syari’ah. Daerah mayoritas
Kristiani di Papua Barat turut membuat ranperda bernuansa Injil. Daerah
mayoritas Hindu di Bali turut membuat perda bernuansa Hindu.

Realitas hukum dalam bentuk perda bernuansa agama yang terjadi pada
beberapa daerah di Indonesia. Penyusun bermaksud meneliti tentang apa yang
melatarbelakangi munculnya Perda bernuansa Agama di Indonesia dan
pengaruhnya terhadap kerukunan antar umat beragama di Indonesia?

Penelitian ini adalah jenis kepustakaan (library research), penelitian
bersifat deskriptif analitik, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan
sosiologis. Data dianalisa secara kualitatif dengan menggunakan metode induktif
dan deduktif.

Proses pembuatan perda tidak terlepas dari beberapa faktor. Secara
yuridis, merupakan dampak dari UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 32 Tahun
2004 tentang pemerintahan daerah. Secara filosofis, agama memiliki kitab suci
dan ajaran-ajaran agama. seperti Islam (Al-Quran), Krisen (Injil), Hindu (Weda).
Didalamnya mengatur tatanan sosial kehidupan manusia secara umum dan
pemeluknya secara khusus. Secara sosiologis, daerah di Indonesia memiliki
background sosio-kultur berbeda. Sosio-kultur daerah berbasis Islam akan
berbeda dengan sosio-kultur daerah berbasis Kristiani, berbeda juga dengan
daerah berbasis Hindu. Secara politis, mayoritas muslim memiliki kepentingan
terhadap formalisasi syari’ah Islam di Indonesia, mayoritas Kristiani memiliki rasa
iri dan merasa ter-diskriminasi melihat keistimewaan daerah diluar Papua,
membuat perda dengan ciri khas daerahnya, seperti Aceh. Memberikan contoh
kepada wilayah Manokwari, Papua Barat. dengan mengambil Injil sebagai dasar
perdanya. Daerah mayoritas Hindu merasa bahwa anggota DPRD Provinsi Bali
mayoritas beragama Hindu. Adanya dinamika otonomi daerah, masyarakat Bali
mencoba memasukkan ajaran agama Hindu dalam peraturan daerahnya.
Peraturan daerah bernuansa agama bersifat diskriminatif dapat menimbulkan
perpecahan terhadap kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Merasa
terdiskriminasi akibat perda bernuansa agama tertentu. Al-Quran dalam surat Al-
Maidah:6 dan An-Nisa:105 menjelaskan prinsip siyasah syar’iyyah dalam
menegakkan kepastian hukum dan keadilan. Prinsip siyasah syar’iyyah tentang
hak kebersamaan beragama, toleransi atas agama dan hubungan antar pemeluk
agama juga termasuk sebagaimana tertuang pada surat Al-Bagoroh:256 dan Al-
An’am:108.
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam peogan skripsi ini
berpedoman pada surat Keputusan Bersama Menteri sAgdam Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomi®8/1987 dan
0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab | Nama Huruf Latin Keterangan

\ alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan
< Ba’ b be

S Ta’ t te

& Sa’ $ es (titik di atas)
z Jim j Je

z Ha’ h ha (titik di bawah)
z Kha’ kh ka dan ha

2 Dal d de

3 Zal z zet(titik di atas

B Ra’ r et

B zai z zet

o sin S es

o syin sy es dan ye
o= sad S es (titik di bawah)
o= dad d de (titik di bawah)
L ta’ t te (titik di bawah)
L za’ z zet (titik di bawah)
¢ ‘ain ‘ koma terbalik (di atas)
d gain g ge

s fa’ f ef

S qaf q qi

< kaf k ka

J lam I ‘el

e mim m ‘em

O nun n ‘en

g wawu w w

° ha’ h ha

s hamzah ' aprostrof

$ ya' y ye

B. Vokal
1. Vokal Tunggal

Tanda Nama Huruf Latin Nama

Vi



— Fathah a a
- Kasrah i [
~ Dammah u u
Contoh:
<€ - kataba
28 - zukira

2. Vokal Rangkap

Tanda dan Hurt | Name Gabungan hurt Namé
G Fathah dan ya’ Ai Adani
5. Fathah dan au adanu
wawu
Contoh:
X - kaifa
Jds - haula
. Maddah
Harakat dan Nama Huruf dan Nama
Huruf tanda
s... Fatrah dan alif atau y a a dan garis di at
Sevur Kasrah dan vy 1 i dan garis di at:
Seeera Dammah dan wawu 0 u dan garis di atas
Contoh:
Ja -cgla
s -rani
Js -gila
dsu  -yadilu
. Ta'. Marbugh

1. Ta’ marbuah hidup
Ta’ marbuah yang hidup atau mendapat Harakat Fathah, kasah d

dammabh, transliterasinya adalah /t/.
Contoh:
Uik 147 -raudhtu al-affal

Vi



2. Ta' marbuah mati

Ta’ marbuéh yang mati atau mendapat harakat suku>n, traraginya
adalah /h/

Contoh:
ialk -talhah

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan Ta’ matbuliikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al serta bacaan kedu#ék&tgpisah maka
Ta’ marbuah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

B. Syaddah (Tasyd)
Syaddah atau tasydl dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf
yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

&) - rabbaa
J¥ - nazzala
4l - al-birr

C. Kata Sandang
1. Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiyyah
Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyyah ditrassisikan
sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf L diganti dengaruf yang sama
dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang i

Contoh:

JaJV - ar-rajulu
il - asy-syamsu

2. Kata sandang diikuti oleh huruf gamariyyah
Kata sandang yang diikuti huruf gamariyyah ditraesisikan

sesuai dengan huruf aturan yang digariskan di dejzan sesuai pula
dengan bunyinya.

Contoh:

adl - al-bad'u
JAN - al-jaklu
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D. Hamzah
Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasik@mgah
apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yarigtak di tengah dan
di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal katatidak dilambangakan,
karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

o546 - ta’khuzina
¢4 - Syai'un

E. Penulisan Kata
Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maugharf, ditulis
terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisantgngan huruf Arab
sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karers faduf atau Harakat
yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini pisan kata tersebut
dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikatiny

Contoh:

SN A el & 4 - Wa innallaha lahuwa khair ag@zigin
Wa innallaha lahuwa khairugzigin

F. Huruf Kapital
Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapitalakiddikenal,
dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakagaju Penggunaan huruf
kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD diantaarHuruf kapital
digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri ganmulaan kalimat.
Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, malang ditulis dengan
huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebutkan huruf awal kata
sandangnya.

Contoh:

Jeu’y ¥ ek Wy -Wamaa Muhammadundlradil



MOTTIO

Oz Abladl) AN s alad) il cpall 5 aSia | giel Gl i) ad

Artinya: "Allah meninggikan orang yang beriman diantara Kamu dan
orang-oranyg yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat”

(QS. Al Mujadalah 11)

HakeKkat pendidikKan adalah adanya perKembangan pikiran setapak
demi setapak melangkah dari pengalaman ilmiah menuju inteleKtual,
Kemudian menuju Ke perasaan spiritual yang akhirnya berujung pada
perjumpaan dengan Tuhan.

( Kahlil Gibran )

KesuKksesan tidak akan serta-merta turun secara langsung dari langit
tuhan, tetapi sungguh membutuhKan perjalanan dan proses waktu
untuk mencapainya.

(Its me)
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejarah mencatat bahwa arus Reformasi telah bedjuhdonesia mulai
Tahun 1998. Reformasi pasti menuntut adanya Denissa dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara wgn dalam proses
pembentukan peraturan Perundang-undangan. Salahakdiat dari arus
Reformasi yang paling mendasar adalah dalam hahsipemerintahan, pada
Era reformasi ini telah lahir dua Undang-undang pertshan yang mengatur
lebih lanjut mengenai susunan dan tata cara pemygdeaan pemerintahan
daerah, sebagaimana yang diamanatkan dalam Pas#lD81945 Tentang
Pemerintahan DaerahMaka lahirlah dua Undang-undang yakni Undang-
undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintdbaarah dan
Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 Tentang petaban Daerah.

Seperti proses lahirnya beberapa UU Tentang Perakant Daerah
sebelumnya, UU No. 22 Tahun 1999 ini juga terkesampad&kan pergeseran
“pendulum” (bandul) dari ekstrim yang satu ke dkstyang lainnya, sesuai

dengan kondisi politik pada saat itu. UU No. 22 Tah889 merupakan

! Undang-Undang Dasar 1945 dan Amandemennya, Pasayat (1), (2), (3), (4),
(5), (6), (7), Pasal 18A ayat (1), (2), Pasal 1§Bt41), (2), Penerbit Triniti, him. 9-10.



pergeseran “pendulum” yang cukup drastis dari kair8igntralistis ke arah
Desentralisasi yang lebih lu&s.

Dalam UU No. 22 Tahun 1999 tersebut asas pemeaintalang
digunakan adalah asas desentralisasi dengan mampéukgsi DPRD dalam
pembuatan peraturan daerah. akan tetapi, karerendiipg oleh kaum
Reformis dan para pakar Otonomi Daerah UU ini banyangandung
kelemahan yang tidak sesuai lagi dengan tuntutmmmesi maka diusulkan
untuk dilakukan revisi terhadap UU No. 22 Tahun 198&edbut. Maka
lahirlah UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintaharerddga yang
merupakan koreksi total atas kelemahan yang terddgam UU No. 22
Tahun 1999.

Maraknya berbagai tuntutan demokratisasi di berbsgkior kehidupan
berbangsa dan bernegara pada era reformasi ingrgembangunan hukum
sangat membutuhkan pembenahan secara Integraldbgilsegi penegakan
supremasi hukum, juga dalam pembentukan dan peacipsuatu produk
hukum yang responsif terhadap dinamika dan kebuatliikum Masyarakat
secara Nasional. Suatu hal yang sangat Fenomdatidysi adalah semangat
Otonomi Daerah yang berlebihan telah berdampak paldarapa daerah yang
berbasis Islam kuat mulai menuntut diberlakukan8yari'at Islam secara

Operasional di wilayahnya. Seperti: Daerah IstimewahA Sulawesi Selatan,

2 Marbun B. N.,Otonomi Daerah 1945-2005 Proses Dan Realita Perleagan
Otda. Sejak Zaman Kolonial Sampai Saat, I8etakan ke-1, (Jakarta: Pustaka Harapan,
2005). him. 101.



Gorontalo, Riau, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Taalkya, juga kabupaten
Lebak?

Dalam Falsafah Pancasila misalnya, spirit hukumaga@ah hukum yang
mengandung dimensi ketuhanan atau tidak bertermateyagan ajaran agama,
menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, menjdgssatuan dan persatuan,
berwatak demokratis dan berintikan keadilan soSaimentara itu, dalam
UUD 1945 pasal 29 ayat (1) ditegaskan bahwa “NegardaBarkan Atas
Ketuhanan Yang Maha Esa”, dan ayat (2). "Negarajaheim Kemerdekaan
Tiap-Tiap Penduduk Untuk Memeluk Agamanya Masing-MgsDan Untuk
Beribadah Menurut Agama Dan Kepercayaannya Itu”. Kediidukan hukum
Islam yang sangat kuat dalam sistem hukum Nasidnalbukan karena
mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Istdan tetapi lebih
didasarkan pada adanya hubungan antara Negara rganganut Faham
Negara hukum dan Negara Berdasarkan Atas Ketuhamag Maha Esa.

Maraknya perdebatan tentang pemberlakuan Syastaml di Indonesia,
pemerintah justru mengeluarkan kebijakan pembealakiByari'at Islam”
kepada Daerah Istimewa Aceh melalui UU No. 44 Tahu@91%entang
Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Kemudiangiil dengan UU
No. 18 Tahun 2001 Tentang Otonomi khusus Provinsrdbakstimewa Aceh
sebagai Provinsi “Nanggroe Aceh Darussalam” yanghédaa pada tanggal 9
Agustus 2001, yang sebelumnya RUU (RancanganUndagiang) NAD itu

mendapatkan persetujuan dari DPR bersama PemepatzhTanggal 19 Juli

3 Di Tasikmalaya misalnya, Setiap hari Jum’at diaglprogram Jum’at bersih.
Seluruh warga muslim dipermudah untuk melaksan&@tsadat Jum’at, Media-media porno
dan kemusyrikan diberantas, dan busana muslimutiar penggunaannya.



2001. kemudian didukung lagi dengan adanya UU No. dBuil 1999

Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang UWB2Ndahun 2004

Otonomi Daerah, maka terbukalah jalan bagi wilayéhyah di Indonesia

untuk merancang, mensahkan serta menjalankan Rargiaraturan daerah
baik yang bernuansa umum maupun yang bernuansa A@eparti halnya;

Perda Provinsi Sumatera Barat No. 3 tahun 2007 mgnRendidikan Al-

Qur'an, Perda Provinsi Gorontalo No. 10 Tahun 2008tdmy Pencegahan
Maksiat, Perda Kabupaten Ciamis No. 12 Tahun 2002ahg Pemberantasan
Pelacuran, Perda Kota Palembang No. 2 Tahun 200&AgRPemberantasan
Pelacuran, dan Perda Kabupaten Serang No. 5 Tah06 Z2@ntang

Penanggulangan Penyakit Masyarakat. DII.

Sugesti yang akan terbangun setelah melihat reajitang dipaparkan
diatas tentang maraknya Perda-perda yang bernd@asaa Islam (Syari'ah)
akibat adanya Otonomi daerah yang menyeluruh, séidakung oleh
mayoritas penduduk Indonesia yang beragama IslaakaMidak menutup
kemungkinan dari beberapa wilayah yang ada di Inglangeperti Provinsi
Bali yang telah membuat Peraturan Daerah Provinsin®anor 5 tahun 2005
yang bernuansa Agama Hindu Tentang “Persyaratan RkusitdBangunan
Gedung” sesuai dengan mayoritas Agama penduduk gaterang beragama
hindu, kemudian di wilayah Manokwari, Papua Baragaltelah membuat
rancangn peraturan daerah (Ranperda) Injil tent®egnbinaan Mental dan
Spiritual” sesuai dengan mayoritas agama pendueigagpat yang beragama

Kristen.



Lahirnya perda-perda yang bernuansa Agama Islanari(&y) serta
bernuansa agama hindu. dan Perda yang akan lamgadenuansa Kristen
(Injil). Dan tidak menutup kemungkinan akan lahigguPerda-perda yang
bernuansa Agama Budha. Bahkan Agama Khonghucu. KpBRbrda-perda
yang bernuansa agama ini terus dibiarkan maka hahg®onesia yang
terkenal dengan kemajemukan-nya baik dari Suku, Rgama dan Budaya
akan semakin terpecah belah dengan adanya Ego-ekmrad yang
menjadikan agama sebagai simbol dalam kehidupaial deshkan sebagai
aturan hukum dalam kehidupan berbangsa dan bemdgbidonesia ini.

Fenomena dan realita yang terjadi dan telah digagak diatas. maka,
menimbulkan rasa ingin tahu kepada penyusun urgidngitnya mengkaji
dan meneliti lebih jauh ~mengenai:“PERATURAN DAERAH
BERNUANSA AGAMA DI INDONESIA (ISLAM, KRISTEN DAN

HINDU) *

. Pokok Masalah

Dari latar belakang diatas, dapat dirumuskan pokwsalah sebagai
berikut:

Apa yang melatar belakangi munculnya Perda berauakgama di
Indonesia dan pengaruhnya terhadap kerukunan amat beragama di

Indonesia?



C. Tujuan dan kegunaan
1. Tujuan dari penelitian ini adalah:

Menjelaskan tentang latar belakang munculnya Peedauansa Agama di

Indonesia dan adakah pengaruh perda bernuansa Agarhadap

kerukunan antar umat beragama di Indonesia.

2. Kegunaan dari penelitian ini adalah:

a. Sebagai sumbangsih pemikiran dalam rangka mempenkayvasan
khazanah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengamlahaperda
bernuansa agama dan pengaruhnya terhadap Intdgaitgsa.

b. Sebagai bahan masukan bagi para pihak yang berkempéususnya

pemerhati dalam masalah Hukum Tata Negara dankPislaim.

D. Telaah Pustaka
Untuk mendukung kajian yang lebih integral sepeyting telah
dikemukakan pada latar belakang masalah, maka penyberusaha untuk
melakukan analisis lebih awal terhadap pustaka leaaya-karya yang lebih
mempunyai relevansi terhadap topik yang akan titkéintaranya adalah:
Menurut Mahmud Al-Anshari dalam bukuni&negakan Syari'at Islam
Dilemma Keumatan Di Indone$jamenjelaskan tentang usaha-usaha dari
kalangan umat Islam dalam melakukan gerakan FaseslByari'at Islam di

Bumi Pertiwi Indonesia.

4 Mahmud Al-AnshariPenegakan Syari'at Islam Dilemma Keumatan Di Inciise
(Jakarta: Inisiasi Press, 2005).



Menurut Achmad Fedyani Saefuddin dalam bukuriganflik Dan
Integrasi Perbedaan Faham Dalam Agama Islamejelaskan tentang
bagaimana konflik yang terjadi di antara sesamaehgmagama Islam yang
disebabkan oleh adanya perbedaan penafsiran mermEaagkat-perangkat
tertentu dari ajaran-ajaran yang ada dalam agdama.ls

Menurut T.H Thalhas dan Choirul Fuad Yusuf (Ed) dalsebuah buku
berjudul: Pendidikan Dan Syari'at Islam Di Nanggroe Aceh Daalasf,
menjelaskan tentang penegakan Syari’at Islam ydalutkan secara bertahap
di bumi Nusantara dengan contoh “Gaung pelaksanganic® Islam di bumi
Sultan Iskandar Muda (Nanggroe Aceh Darussalam).

Begitu juga dalam bentuk Skripsi, telah ada belzesdgipsi yang telah
membahas tentang Perda bernuansa Syari'ah seperti:

a. Studi Perbandingan Antara Peraturan Daerah (PerdgqrBah Islam di
Aceh dan Pendapat Al-Imam Asy-syafi'i: Telaah Atasué Khamditulis
Oleh: Zaenal Arifin (2007).Dalam penelitian ini Zaenal Arifin meng-
komparasikan antara Perda Syari'ah di Aceh dan payatalmam Asy-

Syafi'i Tentang masalah Khamr.

® Achmad Fedyani Saefuddigonflik Dan Integrasi Perbedaan Faham Dalam
Agama Islam,(Jakarta: rajawali, 1986).

5 T.H Thalhas dan Choirul Fuad Yusuf (E®endidikan Dan Syari'at Islam Di
Nanggroe Aceh Darussalaifdakarta: galura pase, 2007).

" Zaenal Arifin, ‘Studi Perbandingan Antara Peraturan Daerah (Per&@ari’ah
Islam di Aceh dan Pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i §abl Atas Kasus Khamr)” Skripsi,
Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga YogyakartaQ)20



b. Aplikasi Peraturan Daerah N.o 19 Tahun 2002 TentRedgribusi Parkir
Di Tepi Jalan Umum Di Kota Yogyakarta Ditinjau Dari kiim Islam
ditulis Oleh: Umi Hanifah (2008).Penelitian ini memfokuskan tentang
bagaimana hukum Islam memandang sebuah PeraturaraiDalo. 19
Tahun 2002 Tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalanubinkhususnya di
kota Yogyakarta.

c. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penangguhan Perkawirkdbaf Tidak
Dapat Baca Al-Quran Dengan Baik Dan Benar Bagi Cal@ndantin:
Analisis Terhadap Perda Kabupaten Solok No. 10 &/ptdan pasal 11
ayat (3), ditulis oleh: Ibnal Fauzi (2009).Penelitian ini mejelaskan
bagaimana hukum Islam memandang tentang perda Etugolok No.
10 Tahun 2001 pasal 10 ayat (1) dan pasal 11 &jmtTéntang
penangguhan perkawinan akibat calon penganti tidsk tmembaca Al-
Quran dengan baik dan benar.

d. Politik peka perempuan: kajian terhadap perda No.T&hun 2007
Tentang Larangan Pelacuran di Kabupaten Bantul DDitulis oleh

Fisgiyyatur Rohmah (2008).Penelitian ini memfokuskan tentang kajian

8 Umi Hanifah, ‘Aplikasi Peraturan Daerah N.o 19 Tahun 2002 Tent&siribusi
Parkir di Tepi Jalan Umum di Kota Yogyakarta Ditinjdari Hukum Islam’Skripsi, Fakultas
Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

® Ibnal Fauzi, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penangguhan PerkawiAkibat
Tidak Dapat Baca Al-Quran dengan baik dan benar iB&glon Pengantin(Analisis
Terhadap Perda Kabupaten Solok No. 10 ayat (1) psal 11 ayat (3) Skripsi, Fakultas
Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

19 Fisgiyyatur Rohmah, Politik Peka Perempuan: Kajian Terhadap Perda No. 5
Tahun 2007 Tentang Larangan Pelacuran di KabupaBamtul DIY’ Skripsi, Fakultas
Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.



terhadap perda No. 5 Tahun 2007 Tentang Larangdacu?an di
Kabupaten Bantul yang kemudian dikorelasikan denBaiitik Peka

Perempuan.

E. Kerangka Teoretik

Al-quran selain merupakan fenomena yang unik daajarah peradaban
manusia, juga merupakan pembawa risalah yang mémbekeistimewaan
terhadap penalaran dan intelektual mantis@alam hal ini, maka akan
melahirkan para mufassir baik secara tekstual nmaupontekstual.
Menentukan apakah apakah teks Al-quran dan Sunresh)(rberlaku atau
tidak pada penyelesaian sebuah masalah, dan afelsatiu tegas atau tidak
(gathi), serta siapa yang bisa melaksanakan ijtiidech bagaimana
menjalankannya. Semua itu merupakan persoalantyamgn diputuskan oleh
penalaran dan pertimbangan mandsi@ari sini, tak dapat disangsikan lagi
bahwa Al-Quran memuat ayat-ayat yang menjadi landas&ndan moral
dalam membangun sistem hukum, sosial dan péilitik.

Menurut A.M. Fatwa. Berdasarkan UUD 1945, Pemerintaradaberhak

menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peratdaam untuk

11 Abd Salam Arif, “Politik Islam Antara Agidah Danekuasaan Negara”, dalam A.
Maftuh Abigebiel dkk,Negara Tuhan The Thematic Ensyiclopedigogyakarta: SR-Ins
Publising, 2004), him. 3.

2 Abdullah Ahmed Anna’im,Islam Dan Negara SekuleAlih Bahasa Oleh Sri
Muniati, Cet ke-1, (Bandung: Mizan, 2007), him. 31.

13 Abd Salam Avrif Politik Islam Antara Agidah Dan Kekuasaan Negaham. 3.
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melaksanakan Otonomi dan tugas pembantuan. Bekdasdindang-Undang

Pemerintahan Daerah, Perda dibentuk dalam rangkeelemggaraan otonomi

daerah provinsi/ kabupaten/ kota dan tugas pembaant®erda tersebut

merupakan penjabaran lebih lanjut peraturan pengidadangan yang lebih
tinggi dengan memperhatikan ciri khas daerah masiaging. Sementara
berdasarkan UU Pembentukan Peraturan Perundanggarjanateri muatan

Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dale@mgka

penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembardaanmenampung

kondisi khusus daerah, serta penjabaran lebih tlgmuaturan perundang-
undangan yang lebih tingdi.

Menurut Dr. H. Ramli Abdul Wahid, MA. Ada tiga peluntagi perda
Syari'ah untuk dapat bersaing dengan kedua sumideunh lainnya yakni,
hukum adat dan hukum barat, Hal ini disebabkan aplaehal berikut:

1. Islam adalah Agama yang hukum dan peraturannya dgngétan
sempurna. Hukum Islam telah pernah berlaku di daejarah. Hukum
Islam terus dikaji di Indonesia, mulai dari tingl&id sampai ke Perguruan
Tinggi. Pakarnya cukup banyak. Khazanah hukum Islalah tercatat
secara lengkap dan jelas dalam literatur, baikiklasupun modern. Jadi
hukum Islam telah tersedia, hanya tinggal —mengutigan
memformulasikannya dalatarminology modern.

2. Hukum Barat, khususnya peninggalan Belanda bersslailer dan sampai

batas-batas tertentu cenderung diskriminatif ddorkal. Hukum seperti

4 A.M Fatwa, “Perda Syari'ah Dan Pluralisme HukumIBdonesia,” http:// www.
A.M. Fatwa Official Site/ pemikiran.htm, Akses 8@ember 2009.
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ini tidak sesuai dengan akar budaya Indonesia gghirmasyarakat

meninggalkannya dan mencari alternatif. Sebagail pesnggalian dari

wahyu Tuhan, hukum Islam mengandung maslahat, leeaddan
persamaan bagi manusia. Sementara itu, hukum adatdari kebiasaan
yang berlaku dalam masyarakat untuk kemaslahatazamian tertentu.

Penyelesaian yang ditawarkannya pun bersifat semgrtdak mengakar

dari batin yang dalam. Sedangkan hukum Islam bend&ndunia akhirat.
3. Penduduk Indonesia mayoritas muslim. Dalam menghagarsoalan

hidup dan berbagai penyakit masyarakat, umat Isid@n mencari

perlindungan pada hukum yang adil, sesuai dengeanimya dan terjamin

dunia dan akhirat. Karena itu, para ulama dan nmakgalslam senantiasa
memperjuangkan berlakunya Syariat Islam. Sebag&ah t berhasil,

seperti perda perda Syariah di berbagai daerahraseemgional dan

perbankan Syariah secara Internasiéhal.

Terdapat dua pendekatan dalam ilmu politiertama pendekatan
tradisional yang memiliki beberapa aspek yaitudnistyang memusatkan
perhatiannya pada upaya untuk melacak dan menggkambaerbagai
fenomena legalistik yang memusatkan penelitianrg@utar konstitusi atau
UUD. Institusional yang menganalisa tentang lembag#hhga Negara serta
tugasnya. Sehingga pendekatan ini lebih bersifatliten histories, legal

institusional dan normatif deskriptifkedua pendekatan yang berupaya

15 Ramli Abdul Wahid, “Urgensi Peraturan Daerah Syfafi http:/ www. Waspada
Online index/ php.htm, Akses 8 September 2009.



12

menganalisa gejala-gejala dan peristiwa-peristiwétifp secara sistematis
berdasarkan pengalaman empiris dengan menggunakangka teori yang
terperinci dan ketat yang dinamakan pendekatanvibmia yang lebih focus
pada perilaku politik dari lembaga-lembaga kekuasdaupun keyakinan dari
sebuah ideologi politik

Dalam diskursus politik islam mempunyai tiga kelamatftundamental:
bahasa politik, tradisi politik dan peradabBarPertama kekuatan bahasa
politik. Bahasa disamping menjadi komunikasi pesfuguga merupakan
praktik sosial politik dalam masyarakat tertentungarat kaitannya dengan
bagaimana membangun identitas komunal, memasar&anrdan
mempertahankannya secara bersama-sama. Perda gamgarsa agama
sebagai simbol sekaligus tanda bagi eksistensi agarsebut dalam wilayah
tertentu.

Kedua kekuatan tradisi politik. Tradisi politik dalamembentukannya
bersifat dialektis, tidak terlepas dari proes idgiasi tatanan normatif dan
capaian idealisme yang mengkondisi dengan settigjalspolitis yang
melingkupinya di satu sisi dan dari capaian ideasisebagai sebuah emulasi

terhadap pemaknaan founding teks (al-Quran dan budnaisi lain.

16 Meriam Budiharjo,Dasar-dasar lImu Politik(Jakarta: PT Gramedia Pustaka
Utama, 2001), him 4-5

' Ahmad Yani Ansori,lslam dan Negara Bangsa di Indonesimakalah tidak
diterbitkan, disampaikan dalam kuliah Figih SiyashhJurusan Jinayah Siyasah Fakultas
Syari'ah UIN Sunan Kalijaga. him 2-3
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Ketiga, kekuatan peradaban. Bahwa sejarah perang salibvali @bad
tengah, kolonialisme barat di dunia islam sejaldalfihingga awal abad 20,
tekanan-tekanan politik dan ekonomi oleh barat a@@p negeri-negeri
muslim, secara umum merupakan benturan antar pEadasecara
konfrontatif. Benturan tersebut memberikan pengaerkendiri dalam nalar
pikir ummat islam yang kemudian ikut mengkonstrukadisi politik islam,
juga mempertegas identitas politik islam, yang matemikiran modern dan
kontemporer kerap kali menghadapkan secara dikstt@mnina mukmin versus
kafir, islam versus Kristen, dunia islam versus idubarat, religius versus

sekuler dan sebagainya.

. Metode Penelitian

Metode merupakan hal yang cukup penting untuk nmmctjuan dari
penelitian itu sendiri. Dalam melakukan penelitidami mencapai hasil yang
valid dan untuk menjawab persoalan yang penyusufi, telaka dari itu
dibutuhkan langkah-langkah kerja penelitian. Adamatode yang penyusun
gunakan dalam melakukan penelitian ini adalah sslmgikut:

1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustak@ibrary researcl),

yaitu dengan mengumpulkan data yang diperoleh gamnelitian
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kepustakaan yang bersumber dari buku-buku yangkaitiannya dengan
judul yang akan dibahas.

Sesuai dengan jenis penelitian ini adalah penelikepustakaan,
maka tehnik pengumpulan data yang digunakan dalaneliian ini
adalah penelaahan terhadap bahan-bahan pustakebgedagtan dengan
permasalahan yang dimaksud.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalabeskriptif analitik yaitu penelitian yang
menjelaskan data dan memberikan pengertian teftarda dan Ranperda
bernuansa agama di Indonesia.

3. Metode Pengumpulan Data

Karena penelitian ini meruupakan penelitian pustakaka data
yang diacu dalam penelitian ini adalah data yangifa¢ pustaka. Adapun
sumber data dapat dibagi menjadi sumber data pridaersumber data
sekunder. Dalam penelitian ini sumber data primealadd peraturan
daerah nuansa Syari’ah, rancangan peraturan daerafsa Injil, dan
peraturan daerah nuansa Hindu. Adapun sumber ditender adalah
buku atau literatur yang ada pembahasannya tem¢sing yang diangkat

dalam penelitian.

18 Dudung AbdurrahmarPengantar Metode Penelitiar(Yogyakarta: Kurnia Kalam
Semesta, 2003), him. 7.

9 Deskriptif berarti menggambarkan secara tepat-sifat suatu individu, keadaan,
gejala, atau kelompok tertentu dan untuk menentfitekuensi atau penjabaran suatu gejala
dengan gejala yang lain dalam masyarakat. Ana@&ah yang dipakai untuk mendapatkan
iimu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan pemanintdrhadap obyek yang diteliti
dengan jalan memperoleh kejelasan mengenai halipat Sudarto, Metode Penelitian
Filsafat” (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), him. 45-59
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4. Pendekatan Penelitian
Sesuai pokok masalah pembahasan skripsi ini, pataleang akan
digunakan adalah pendekatdosiologis pendekata®osiologisyaitu, cara
pendekatan masalah yang gunanya untuk memperofebagan tentang
situasi, kondisi serta Fenomena tentang Peratuaerald dan rancangan
peraturan daerah bernuansa agama di Indonesia.
5. Metode Analisis Data
Selanjutnya data-data yang terkumpul dianalisaraekaalitatif®,
yaitu memperhatikan dan mencermati data mendalarmgate
menggunakan metode induktifdan dedukt untuk mendapatkan
kesimpulan yang tepat mengenai masalah yang dibdddasm penelitian

ini, yaitu Peraturan daerah bernuansa agama dnési@.

G. Sistematika Pembahasan
Untuk mencapai pada suatu pembahasan yang komgitetan spesifik,
maka perlu adanya sistematika yang korelatif denganmaka penyusun
akan memaparkan gambaran umum tentang isi darilifemedengan

sistematika sebagai berikut:

20 penelitian dengan pendekatan kuallitatif lebih rkankan analisisnya pada proses
penyimpulan deduktif dan induktif serta pada amalisrhadap dinamika hubungan antara
fenomena yang diamati dengan menggunakan logikatilnhihat Saifuddin Azwar,rhetode
penelitiarf, Cet ke-5 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004). .

2 |nduktif adalah mengumpulkan data-data yang ksrsihusus lalu menarik
menarik kesimpulan yang bersifat umum.

22 Deduktif adalah mengumpulkan data-data yang farsiimum lalu menarik
kesimpulan yang bersifat khusus.
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Pada bab pertama yang merupakan pendahuluan mélgtat Belakang
Masalah sebagai uraian tentang fenomena permasajahg diangkat dalam
penelitian ini yakni menyangkut Perda dan Rapeefauansa agama (Islam,
Kristen dan Hindu), kemudian dilanjutkan dengan rsamumasalah, tujuan
dan kegunaan penelitian, telaah pustaka berkaitangath orisinalitas
penelitian, dan pengembangan teori sebagai keraragigadigunakan, metode
penelitian digunakan sebagai arahan dan pedomata ssstematika
pembahasan.

Bab kedua penulis memaparkan tentang konsep penatdiaerah
bernuansa agama yakni meliputi penjelasan tentanggstian, sejarah serta
tujuan dari Perda bernuansa agama Islam, Hindu umatgmperda bernuansa
Kristen.

Bab ketiga penulis memaparkan tentang dinamika @am kontra
peraturan daerah bernuansa agama yakni meliputapgan dari kalangan
umat beragama (Islam, Kristen dan Hindu) tentang &Pafdn Raperda
bernuansa agama.

Bab keempat penulis menganalisis tentang pengaguiaserta raperda
bernuansa agama (Islam, Kristen dan Hindu) terhad=pkunan umat
beragama di Indonesia.

Bab kelima ini merupakan bab bagian terakhir yaregisb tentang
kesimpulan, saran-saran dan kata penutup dari persba-pembahasan

sebelumnya.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah menjelaskan secara panjang lebar dalanpdrabahasan, maka
dapat ditarik suatu kesimpulan, sebagai berikut.
1) Latar belakang dari munculnya sebuah peraturarabddmrnuansa agama

di Indonesia tidak akan terlepas dari beberapaifakt

a) Yuridis, dampak dari adanya UU No. 22 Tahun 1999 danNo. 32
Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Terdapatdga rancangan
peraturan daerah dan peraturan daerah yang didgdamengatur
tentang permasalahan agama, sering disebut deegda gtau ranperda
bernuansa agama.

b) Filosofis, agama memiliki kitab suci dan ajararr@jaagama. seperti
Islam (Al-quran), Krisen (Injil), Hindu (Weda). digahnya mengatur
tentang tatanan sosial kehidupan manusia secaramundan
pemeluknya secara khusus.

c) Sosiologis, beberapa daerah di Indonesia menhdkground sosio-
kultur dan kearifan lokal yang berbeda-beda. Seperti Ikt sosio-
kultur dan kearifan lokal pada daerah-daerah berbasisiadalam
mayoritas akan berbeda dengswsio-kulturdan kearifan lokal pada
daerah-daerah berbasis agama Kristen mayoritasifupeg akan

berbeda dengan daerah-daerah berbasis agama Hayduitas.
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d) Politis, beberapa daerah mayoritas muslim memikikepentingan
terhadap formalisasi syari'ah Islam di Indonesiagreka berfikir
apabila syari'ah Islam tidak bisa diterapkan digtusnaka dengan
adanya otonomi daerah mereka mencoba menerapkaialsyiglam
pada wilayah-wilayah maupun daerah. selanjutnyaattaenayoritas
Kristen memiliki rasa iri karena merasa ter-diskriasi, ketika Mereka
melihat keistimewaan yang dimiliki oleh daerah dileapua, membuat
perda dengan ciri khas daerahnya, seperti wilayakhAddal ini
memberikan contoh yang sama kepada wilayah Manakwapua
Barat. dengan mengambil Injil sebagai dasar pemaat§emudian
daerah mayoritas Hindu merabahwaanggota DPRD Provinsi Bali
adalah mayoritas beragama Hindu. Dengan adanya ttaastonomi
daerah, maka masyarakat Bali mencoba untuk memasulksur-
unsur agama Hindu dalam peraturan daerahnya.

2) Peraturan daerah bernuansa agama bersifat disktimitentu akan
menimbulkan efek yang negatif terhadap kerukundaaramat beragama
di Indonesia. Dalam teori Hukum sebab-akibat, daeraayoritas
berpenduduk muslim, mereka membuat perda bernuaysa’ah tanpa
melihat sekeliling mereka ada penganut agama laimgymerasa ter-
diskriminasikan dengan adanya perda bernuansa '@yarini akan
menjadi sebab. Kemudian menimbulkan akibat, dael@h yang
mayoritas penduduknya beragama Hindu ataupun Krigterasa iri,

merasa mayoritas. akhirnya mereka juga ingin meimbeluah produk
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hukum berbentuk perda dengan nuansa ajaran agara&amklaim-klaim

dengan istilah “serambi” seperti Aceh dengan klagbagai serambi

Makkah, itu akan menjadi sebab. akibatnya kemudimokwari juga

meng-klaim sebagai serambi Yerussalem. sudah basgy@toh kasus di

wilayah Indonesia, sesama warga Negara terjadi ikobfihkan saling

bunuh-membunuh, akibat faktor sentimen agama. Sdgesus Ambon
dan Poso, dan lain sebagainya. Apabila hal inistetibiarkan, bahkan
tidak ada tindakareal dankongkrityang mampu meredam dan mengatasi
masalah ini. Niscaya sebuah perpecahan antar umrsgama akan lebih
banyak tercipta di Negara ini, kerukunan yang terjahtar sesama umat
beragama dan sebagai warga bangsa niscaya akaoaterah Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan demikian, menurut hemat penyusun. Peratlaarah bernuansa
agama yang bersifat diskriminatif tidak perlu laga di Indonesia. Kalaupun
itu ada harus bersifat universal, dan mampu diteroteh seluruh agama.
Peraturan merupakan sarana untuk mencapai suatejalkEsaan dan
kebahagiaan di masyarakat serta melindungi masyardiri berbagai
ketidaknyamanan hidup. Al-Qur'an dan hadis memberpiesan tentangmar
ma’ruf nahi munkar adalah beban yang diwajibkan kepada umat manusia

tanpa kecuali.
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Saran-Saran

Setelah berusaha menganalisis tentang latar bejakaannculnya perda

bernuansa agama dan pengaruhnya terhadap kerukatemumat beragama di

indonesia, maka ada beberapa poin yang perlu dakerp terkait dengan

kelanjutan penelitian dimasa- masa mendatang:

1. Memahami situasi masyarakat Indonesia bukanlah pakan pekerjaan

yang sederhana. Indonesia memiliki keanekaraganegaral, budaya,
suku dan agama yang begitu komplek. Problematikia psasyarakat bisa
diobservasi, tetapi tidak bisa diperlakukan selragaa obyek yang mati.
Oleh sebab itu, hemat penyusun perlu kiranya bagielti-peneliti
selanjutnya dalam meneliti sebuah tata hukum maupten peraturan
seharusnya melihat aspek diatas. penafsiran tgrhald@ur'an maupun
hadis yang berkaitan dengan peraturan daerah beamuagama harus
dipahami secara kontekstual dan hal itu tidak higepaskan berbagai
pendekatan disiplin keilmuamgerdisipliner).

. Sesungguhnya konsepsi p&m@unding Fatherdalam membangun Negara
ini menekankan kepada kebebasan beragama, waldegkadang tidak
sesuai dengan realitasnya. Negara seharusnya lerimgaghormati
keberadaan agama-agama, melindungi warga negara dadtaksanakan
hak sebagai warga negara terutama kebebasan beraddaka besar
harapan penyusun agar kedepannya ada sebuah panghghih jelas
sampai di tingkat mana Negara bisa masuk dalamdiéphn agama

begitupun sebaliknya.
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Pada bagian akhir dari skripsi ini mudah-mudaharmpua menjadi
perspektif untuk kedepannya. Walaupun kita tahuMaabara memperlus
cakrawala pemikiran adalah dengan melihat kedegamping dan
sekeliling kita. Sebuah pemikiran yang berbentakuilpengetahuan akan
terdapat kebenaran sebagai tujuan akhir. semogEarem menuju ziarah
paradigma itu akan terwujud bagi seluruh insan yadg di dunia,

khususnya manusia-manusia Indonesia. Amin.....
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LAMPIRAN |

TERJEMAHAN AL-QUR’AN

NO

HLM

FN

TERJEMAHAN

BAB I

22

32

Hai oran-orang yang beriman, taatilah Allah dan R-
nya, dan orang-orang yang memegang kekuasaanaiag
kamu

35

48

Dan barang siapa yang tidak memutuskan menuruf
yang diturunkan allah SWT, maka mereka itu adalahg
orang yang kafir.

35

49

Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yalad
SWT turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawaun
mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telahgl
kepadamu.

35

50

Apakah jahiliyah yang mereka kehendaki, ¢faukum)
siapakah yang lebih baik, daripada (hukum) Allah S
bagi orang-orang yang yakin.

53

68

Pada hari ini (masa haji wada, haji yangaktar
dilaksanakan oleh nabi) telah kusempurnakan unaruk
agamamu, dan kucukupkan kepadamu nikmatku dan
kuridhai islam itu menjadi agama bagimu

54

69

Dan tiadalah binatang-binatang yang ada ushi bdan
burung-burung yang terbang dengan kedua sayaj
melainkan umat seperti kamu. tiadalah kami alpa
sesuatupun dalam Al-Kitab, Kemudian kepada Tuhal
mereka dihimpunkan.

54

70

Dan kami turunkan kepadamu al-kitab (al-Qunamtuk
menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta tratan
kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri.

BAB IV

98

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampe
amanah kepada yang berhak menerimanya, dan aj
menetapkan hukum di antara manusia supaya k
menetapkan dengan adil.

99

Dan janganlah kamu mem-maki senbahesembahal
yang mereka sembah selain Allah, karena nanti rae
akan memako Allah dengan melampaui batas t:
pengetahuan.

ant

afs
at

WT

telah

bnya,
ikan
nlah

babila
amu

rek
anpa
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101

122

Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan
Allah (membunuhnya) melainkan dengan suatu alasag |ya
benar, dan barang siapa dibunuh secara zalim maka
sesungguhnya kamo telah memberi kekuasaan kepéida ah
warisnya (atau penguasa untuk menuntut si pela&tgpit
janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam mamab,
sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pegéwion

11

10c

12z

Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Isl
seungguhnya telah jelas jalan yang benar daripalda j
yang salah.
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BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH

Ibnu Khaldun

Nama lengkapnya adalaWaliuddin Abdurrahman bin Muhammad
bin Muhammad bin Abi Bakar Muhammad bin al-Hasan yang kemudian
masyhur dengan sebutéitnu Khaldun . lahir di Tunisia pada 1 Ramadan 732
H./27 Mei 1332 M. adalah dikenal sebagai sejaradaam bapak sosiologi Islam
yang hafal Alguran sejak usia dini. Sebagai ahlitigdslam, ketika memasuki
usia remaja, tulisan-tulisannya sudah menyebar &eammana. la pun pernah
menduduki jabatan penting di Fes, Granada, dank#ftitara serta pernah
menjadi guru besar di Universitas al-Azhar, Kairmgalibangun oleh Dinasti
Fathimiyyah. Dari sinilah ia melahirkan karya-karyang monumental hingga
saat ini. Nama dan karyanya harum dan dikenal didgzi penjuru dunia. Karya-
karya Ibnu Khaldun yang bernilai sangat tinggi diantaranye;Ta'riif bi Ibn
Khaldun (sebuah kitab autobiografi, catatan dari kitalarsdjnya);Muqaddimah
(pendahuluan atas kitabu al-'ibar yang bercorakogmsis-historis, dan filosofis);
Lubab al-Muhassal fi Ushul ad-Diifsebuah kitab tentang permasalahan dan
pendapat-pendapat teologi, yang merupakan ringkdesakitabMuhassal Afkaar
al-Mutagaddimiin wa al-Muta’akh-khiriin karya Imam Karuddin ar-Ra?i
Ibnu Khaldun wafat di Kairo Mesir pada saat bulan suci Ramadpatnya pada
tanggal 25 Ramadan 808 H./19 Maret 1406 M.

Al Mawardi

Bernama lengkag\bu Al Hasan Ali bin Habib Al Mawardi . Lahir di
kota pusat peradaban Islam klasik, Basrah (Baghgada 386 H/975 MAI
Mawardi menerima pendidikan pertamanya di kota kelahiranky belajar ilmu
hukum dariAbul Qasim Abdul Wahid as Saimari, seorang ahli hukum Mazhab
Syafi'i terkenal kala itu. Kemudian, ia pindah kaghdad melanjutkan pelajaran
hukum, tata bahasa, dan kesusasteraanAtlaiillah al Bafi dan Syekh Abdul
Hamid al Isfraini . Dalam waktu singkat ia telah menguasai dengan ibaik-
ilmu agama, seperti hadis dan figh, juga politilsaffat, etika, dan sastra. Sebagai
seorang penasihat politill Mawardi menempati kedudukan yang penting di
antara sarjana-sarjana Muslim. Dia diakui secaraeusal sebagai salah seorang
ahli hukum terbesar pada zamannya. Menelaah pemilit Mawardi, bisa
dikatakan cukup dengan membaca karya besarnya,i yAknAhkaam Al
Shultoniyah(Hukum dan Prinsip Kekuasaan), yang menjadi mastze-nya.
Meskipun ia juga menulis beberapa buku lainnya,uradalam bukwAl Ahkaam
Al Shultoniyahinilah pokok pemikiran dan gagasannya menyafeMawardi
yang sejak kecil bercita-cita menjadi pegawai negefjuga menulis bukdab
al Wazir (Etika Menteri),Siyasat al Malik(Politik Raja),Tahsil un Nasr wat Tajit
uz Zafar(Memudahkan Penaklukan dan Mempercepat KemenanghAhkam
al Shultonlyahtelah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, Bartalia,
Indonesia, dan Urdu.
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LAMPIRAN I

Menimbang

Mengingat

UNDANG-UNDANG
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 2004
TENTANG
PEMERINTAHAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

a. bahwa dalam rangka penyelenggaraarerpgahan daerah sesuai
dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Repntbkésia Tahun
1945, pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengendiri urusan
pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas peugvandiarahkan
untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan mdstarmelalui
peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan petamsasyarakat, serta
peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikesip demokrasi,
pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususdn daerah dalam
sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggapsanerintahan daerah
perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan asgplek hubungan
antarsusunan pemerintahan dan antarpemerintahaahgdgmtensi dan
keanekaragaman daerah, peluang dan tantangamgearsagiobal dengan
memberikan kewenangan yang seluas-luasnya? kepsatahddisertai
dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggardkanmi daerah
dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerimagana;

¢. bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 terfamgerintahan
Daerah tidak sesuai dengan perkembangan keaddatariegaraan, dan
tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah sehinggadiganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf af budan huruf c
perlu ditetapkan Undang-Undang tentang PemerintBla@nah;

1. Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5, Pasala$al PBA, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal
21, Pasal 22D , Pasal 23E ayat (2), Pasal 24A(&yaPasal 31 ayat (4),
Pasal 33, dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negablik Indonesia
Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pengghra?
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Koldaih Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Moriib,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No@t&ei)3

VI



3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keararidegara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Mo,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No2®6)4

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Suasuien
Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewanwdkéian
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan PerarakiRakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah@3 200mor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NoBid)4

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pedbemdan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 M@ ndambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Petonkesm
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara likejfntonesia
Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Riepotionesia
Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pksaem
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan NegardbéamNegara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahanbagan Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan UNDANG-UNDANG TENTANG PEMERINTAHAN DAERA.
BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintadalah
Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan
pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaidiareksud
dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoriedian
1945.
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Pemerintahan  daerah adalah  penyelenggaraan nurusa
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD miensas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otoselaas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuguliik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undasgr
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, \Atalikota, dan
perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara péghen
daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutdiggbut
DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagar
penyelenggara pemerintahan daerah.

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan keavajtaerah
otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setemmataise
dengan peraturan perundang-undangan.

Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, ladedsatuan
masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilggag

berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintdran
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsdirise
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem N&gaatuan
Republik Indonesia.

7. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang peaten oleh

Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan
mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negasatués
Republik Indonesia.

8. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang petaiegim oleh

10.

11.

12.

Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerddatatau
kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.

Tugas pembantuan adalah penugasan dari Perhekafmda
daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepad
kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah
kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakantartzsu.

Peraturan daerah selanjutnya disebut Perdatadasraturan
daerah provinsi dan/atau peraturan daerah kabukatan

Peraturan kepala daerah adalah peraturan Gubedan/atau
peraturan Bupati/Walikota.

Desa atau yang disebut dengan nama lain, geigaj disebut
desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang miebali&s-
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dangunes
kepentingan masyarakat setempat, berdasarkansadalan adat
istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalastes
Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perimbangan keuangan antara Pemerintah danripthan
daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan adihg
proporsional, demokratis, transparan, dan bertamggawab
dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desesiralsagan
mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhanatiaserta
besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasiugks
pembantuan.

Anggaran pendapatan dan belanja daerah, Selgajdisebut
APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintéemah
yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pendapatan daerah adalah semua hak daeraligkngsebagai
penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tamggaran
yang bersangkutan.

Belanja daerah adalah semua kewajiban daera@ gikui
sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam geeriahun
anggaran yang bersangkutan.

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang p#bayar

kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterimeb&inbaik

pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun phdae-t
tahun anggaran berikutnya.

Pinjaman daerah adalah semua transaksi yangakibatkan
daerah menerima sejumlah uang atau menerima maydagt
bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah terséibebani
kewajiban untuk membayar kembali.

Kawasan khusus adalah bagian wilayah dalaminsiogtan/atau
kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Pemerintah kuntu
menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan yarsifltekhusus
bagi kepentingan nasional.

Pasangan calon kepala daerah dan calon wahdl&kelaerah
yang selanjutnya disebut pasangan calon adalal pakangan
calon yang telah memenuhi persyaratan untuk digébagai
kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnyiselsit
KPUD adalah KPU Provinsi, Kabupaten/ Kota sebagaana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 200@ ya
diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang ini untuk
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menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan vkaibla
daerah di setiap provinsi dan/atau kabupaten/kota.

22. Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemung@zara, dan
Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang \sigaj
disebut PPK, PPS, dan KPPS adalah pelaksana petaongu
suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepalaatapada
tingkat kecamatan, desa/kelurahan, dan tempat pgtam
suara.

23. Kampanye pemilihan kepala daerah dan wakil Ikepaerah
yang selanjutnya disebut kampanye adalah kegiatamd
rangka meyakinkan para pemilih dengan menawarkginnaisi,
dan program pasangan calon.

Pasal 2

(1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi dtesah-daerah
provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabempalan kota
yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah.

(2) Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pgata (B)
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintatemunot
asas otonomi dan tugas pembantuan.

(3) Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pgata (2)
menjalankan  otonomi  seluas-luasnya, kecuali urusan
pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah, detgaan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanamuaian
daya saing daerah.

(4) Pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan arurus
pemerintahan memiliki hubungan dengan Pemerintah da
dengan pemerintahan daerah lainnya.

(5) Hubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (diputie
hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pesbamf
sumber daya alam, dan sumber daya lainnya.

(6) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaaiarber
daya alam, dan sumber daya lainnya dilaksanakamasadil dan
selaras.

(7) Hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umumargaatan
sumber daya alam dan sumber daya lainnya menimbulka
hubungan administrasi dan kewilayahan antarsusunan
pemerintahan.



(8) Negara mengakui dan menghormati satuan-satearenmntahan
daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimgavey diatur
dengan undang-undang.

(9) Negara mengakui dan menghormati kesatuantkasat
masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnpangmng
masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyaiak
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

(1) Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud ddaal 2 ayat
(3) adalah:

a. pemerintahan daerah provinsi yang teadas pemerintah
daerah provinsi dan DPRD provinsi;

b. pemerintahan daerah kabupaten/kota yardjriteatas
pemerintah daerah kabupaten/kota  dan DPRD
kabupaten/kota.

(2) Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud padgl1ayterdiri
atas kepala daerah dan perangkat daerah.

BAB I
PEMBENTUKAN DAERAH DAN KAWASAN KHUSUS
Bagian Kesatu
Pembentukan Daerah
Pasal 4

(1) Pembentukan daerah sebagaimana dimaksud dRzaah 2 ayat
(1) ditetapkan dengan undang-undang.

(2) Undang-undang pembentukan daerah sebagaimiameksiid
pada ayat (1) antara lain mencakup nama, cakup&ayahi
batas, ibukota, kewenangan menyelenggarakan urusan
pemerintahan, penunjukan penjabat kepala daeratgison
keanggotaan DPRD, pengalihan kepegawaian, pendanaan
peralatan, dan dokumen, serta perangkat daerah.

(3) Pembentukan daerah dapat berupa penggabungaeraba
daerah atau bagian daerah yang bersandingan ataekaen
dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih.
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(4) Pemekaran dari satu daerah menjadi 2 (duapllesgau lebih
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaks&ggiah
mencapai batas minimal usia penyelenggaraan petaggim

Pasal 5

(1) Pembentukan daerah sebagaimana dimaksud dalsah #£harus
memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisilwkayahan.

(2) Syarat administratif sebagaimana dimaksud @g@d (1) untuk
provinsi meliputi adanya persetujuan DPRD kabupkt#a dan
Bupati/Walikota yang akan menjadi cakupan wilayabvimsi,
persetujuan DPRD provinsi induk dan Gubernur, serta
rekomendasi Menteri Dalam Negeri.

(3) Syarat administratif sebagaimana dimaksud @a@d (1) untuk
kabupaten/kota  meliputi  adanya  persetujuan  DPRD
kabupaten/kota dan Bupati/Walikota yang bersangkuta
persetujuan DPRD provinsi dan Gubernur serta rekdas
Menteri Dalam Negeri.

(4) Syarat teknis sebagaimana dimaksud pada ayamgliputi
faktor yang menjadi dasar pembentukan daerah yargakup
faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosiaaya
sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertamakeamanan,
dan faktor lain yang memungkinkan terselenggarastpaomi
daerah.

(5) Syarat fisik sebagaimana dimaksud pada ayanéliputi paling
sedikit 5 (lima) kabupaten/kota untuk pembentukaovipsi dan
paling sedikit 5 (lima) kecamatan untuk pembentukatoupaten,
dan 4 (empat) kecamatan untuk pembentukan kotasiaalon
ibukota, sarana, dan prasarana pemerintahan.

Pasal 6

(1) Daerah dapat dihapus dan digabung dengamluen apabila
daerah yang bersangkutan tidak mampu menyelenggarak
otonomi daerah.

(2) Penghapusan dan penggabungan daerah otonorkukdita
setelah melalui proses evaluasi terhadap penyeleaggy
pemerintahan daerah.

(3) Pedoman evaluasi sebagaimana dimaksud pada(ydiatur
dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 7

(1) Penghapusan dan penggabungan daerah sebagaiimeaaiasud
dalam Pasal 6 ayat (2) beserta akibatnya ditetaleargan
undang-undang.
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(2) Perubahan batas suatu daerah, perubahan namemhda
pemberian nama bagian rupa bumi serta perubahan, retau
pemindahan ibukota yang tidak mengakibatkan pengleep
suatu daerah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah

(3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayatgR)lcn atas
usul dan persetujuan daerah yang bersangkutan.

Pasal 8

Tata cara pembentukan, penghapusan, dan penggabdemyah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 dietigian Peraturan
Pemerintah.

Bagian Kedua
Kawasan Khusus

Pasal 9

(1) Untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahanenéut yang
bersifat khusus bagi kepentingan nasional, Penaérirtapat
menetapkan kawasan khusus dalam wilayah provinstatau
kabupaten/kota.

(2) Fungsi pemerintahan tertentu sebagaimana dindagada ayat
(1) untuk Perdagangan bebas dan/atau pelabuhans beba
ditetapkan dengan undang-undang.

(3) Fungsi pemerintahan tertentu selain sebagaimianaksud pada
ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah

(4) Untuk membentuk kawasan khusus sebagaimansiumigpada
ayat (2) dan ayat (3), Pemerintah mengikutsertaleemah yang
bersangkutan.

(5) Daerah dapat mengusulkan pembentukan kawasarsukh
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perherinta

(6) Tata cara penetapan kawasan khusus sebagaidieuaksud
pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), daat &%) diatur
dalam Peraturan Pemerintah.

BAB I
PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 10

(1) Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusarripéshan
yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan perabant
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@)

3)

(4)

()

(1)

yang oleh Undang-Undang ini ditentukan menjadi amus
Pemerintah.

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yaegjadi
kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1
pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas/uasntuk
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan
berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Urusan pemerintahan yang menjadi urusan Petabrin
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. politik luar negeri;
b. pertahanan;

C. keamanan;

d. yustisi;

e. moneter dan fiskal nasional; dan
f. agama.

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahangaishana
dimaksud pada ayat (3), Pemerintah menyelenggarséadiri
atau dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintaada
perangkat Pemerintah atau wakil Pemerintah di Heesizu dapat
menugaskan kepada pemerintahan daerah dan/atavimehsn
desa.

Dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewemang
Pemerintah di luar urusan pemerintahan sebagaimiameksud
pada ayat (3), Pemerintah dapat:

a. menyelenggarakan sendiri sebagian urusanrpeaian;

b. melimpahkan sebagian urusan pemerintahan &epad
Gubernur selaku wakil Pemerintah; atau

c. menugaskan sebagian urusan kepada pemerintiteah
dan/atau pemerintahan desa berdasarkan asas tugas
pembantuan.

Pasal 11

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi asenkhn
kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiendengan
memperhatikan  keserasian  hubungan  antar  susunan
pemerintahan.
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(2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaidiaraksud
pada ayat (1) merupakan pelaksanaan hubungan kegamna
antara Pemerintah dan pemerintahan daerah prokatsiipaten
dan kota atau antarpemerintahan daerah yang stditk@it,
tergantung, dan sinergis sebagai satu sistem petetesin.

(3) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangareniaahan
daerah, yang diselenggarakan berdasarkan kritebagsimana
dimaksud pada ayat (1), terdiri atas urusan wafih drusan
pilihan.

(4) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yanddiensijib yang
berpedoman pada standar pelayanan minimal dilakaana
secara bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 12

(1) Urusan pemerintahan yang diserahkan kepadaahladisertai
dengan sumber pendanaan, pengalihan sarana dasrapas
serta kepegawaian sesuai dengan urusan yang
didesentralisasikan.

(2) Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepadabe@Gur
disertai dengan pendanaan sesuai dengan urusan yang
didekonsentrasikan.

Pasal 13

(1) Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemeramataerah
provinsi merupakan urusan dalam skala provinsi yaaljputi:
a. perencanaan dan pengendalian pembangunan;
b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasandatg ru
c. penyelenggaraan Kketertiban umum dan ketentraman
masyarakat;
d. penyediaan sarana dan prasarana umum;
e. penanganan bidang kesehatan;
f. penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumbeya da
manusia potensial;
g. penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/k
h. pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabujsate;
i. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha keail,rdenengah
termasuk lintas kabupaten/kota;
pengendalian lingkungan hidup;
pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupatin/k
pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;
. pelayanan administrasi umum pemerintahan;
pelayanan administrasi penanaman modal terméstds
kabupaten/kota;
penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yanmiupat
dilaksanakan oleh kabupaten/kota; dan

S3TAT

°

XV



p. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh pesat
perundang-undangan.

(2) Urusan pemerintahan provinsi yang bersifathpili meliputi
urusan pemerintahan yang secara nyata ada dandresipontuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai déogainsi,
kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bergangR?

Pasal 14

(1) Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemeramataerah
untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala
kabupaten/kota meliputi:

a. perencanaan dan pengendalian pembangunan;
b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasanaatg ru
c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman
masyarakat;
penyediaan sarana dan prasarana umum;
penanganan bidang kesehatan;
penyelenggaraan pendidikan;
penanggulangan masalah sosial;
pelayanan bidang ketenagakerjaan;
fasilitasi pengembangan koperasi, usaha keciln da
menengah;
pengendalian lingkungan hidup;
pelayanan pertanahan;
pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;
. pelayanan administrasi umum pemerintahan;
pelayanan administrasi penanaman modal;
penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan
urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh pesat
perundang-undangan.

(2) Urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bergfihan
meliputi urusan pemerintahan yang secara nhyata deaa
berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan mdstasasuai
dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulanadagang
bersangkutan.

(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksuch dRdaal 10,
Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 aydarflayat (2)
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

—Te@mea

Bos3TFT

Pasal 15

(1) Hubungan dalam bidang keuangan antara Penteriden
pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalarmZPagat
(4) dan ayat (5) meliputi:

a. pemberian sumber-sumber keuangan untuk mengaletgn
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan péaharn
daerah;
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b. pengalokasian dana perimbangan kepada peatamt
daerah; dan

c. pemberian pinjaman dan/atau hibah kepada petalesim
daerah.

(2) Hubungan dalam bidang keuangan antarpemerimtalzgrah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan(Bya
meliputi:

a. bagi hasil pajak dan nonpajak antara pemerintala&rah
provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota;

b. pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi uaggg
jawab bersama,;

c. pembiayaan bersama atas kerja sama antaincdan
d. pinjaman dan/atau hibah antarpemerintaharatia

(3) Hubungan dalam bidang keuangan sebagaiman&slichgpada
ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam peraturan pemgdindangan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahka
pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatasteigan
Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal 15 Oktober 2004

PRESIDEN REPUBLIK
INDONESIA,

ttd
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI
Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 15 Oktober 2004

XVII



Menimbang

Mengingat

Menetapkan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SAWAHLUNTO/ SIJUNJUNG
NOMOR : 2 TAHUN 2003
TENTANG
BERPAKAIAN MUSLIM DAN MUSLIMAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG

bahwa berpakaian yang menutup aurat dalandsmn sehari-hari bagi umat umat
Islam merupakan salah satu perwujudan dan pelaksam@garan agama dan
hukumnya adalah wajib;

bahwa untuk terwujudnya suasana kehidupan amalsyt yang mencerininkan
kepribadian muslim dan muslimah serta dalam upagavujudkan rnasya rakat
Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung yang beriman datager, maka dipandang perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang berpakaiamideh Muslimabh;

bahwa berdasarkan pertim bangan sebagai maksud huruf a dan b di atas, penlu

ditetapkan Peraturan Daerah tentang Berpakaian ifdluglan Muslimah Di
Kabupaten Sawahlunto/Sijunj ung;

Undang-undang Nomor 12 Tahun 19&fitang Pembentukan Daerah Otonom
Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatengah (Lembaran Negara
Tahun 1956 Nomo25);

Undang-undang Nomor 2 lahun 1989 tentang8iBtendidjkan Nasjonal (Lembaran
Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Négarer 3390);

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang fetaiean Daerah (Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran déganor 3839);

Peraturan Daerah Kabupaten Sawahlunto/SijgnNimmor 22 Tahun 2001 tentang
Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Tahun 20032p.

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH KABUPATEN
SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG

MEMUTUSKAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAWAHLUNTO/ SIJUNJUNG

TENTANG KEWAJIBAN BERPAKAIAN MUSLIM DAN MUSLIMAH DI
KABUPATEN SAWAH LUNTO/SIJUNJUNG.
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BAB |

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1.

2.

Daerah adalah Kabupaten Sawahlunto/ Sijunjung.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabuaeahlunto/Sijunjung

Bupati adalah Bupati Sawahlunto/ Sijunjung.

Pakaian muslim dan muslimah adalah pakaiag ganutupi aurat, tidak tembus pandang dan tid&dt ke

Masyarakat Kabupaten Sawlunto/Sijunjung adalah orang yang berdomisili déau bekerja di Kabupat
Sawabhlunto/sijunjung

Mahasiswa/i adalah seseorang yang menuntut ilmpedjuruan tinggi dan atau berdomisili di Kabup
Sawahlunto/ Sijunjung.

Murid, Siswa/i adalah murid, Siswa/i yang laan atau berdomisili di Kabupaten Sawahjunijohfing.

Karyawan/karyawati adalah karyawan/karyawati yangkeba dan atau berdomisili di Kabupsz
Sawabhlunto/SiJunjung

BAB I
MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGS1
Pasal 2

Maksud berpakain muslim dan muslimah bagi masyaakalah salah satu cerininan dan perilaku masgarak
yang berirnan dan bertaqwa kepada Allah Subhanatalala serta taat mengamalkan ajaran agama Islam.

Pasal 3

Tujuan berpakaian muslim dan muslimah adalah:

1.

Membiasakan diri berpakaian muslim dan muestindalam kehidupan seh&ri, baik dalam kehidup
berkeluarga maupun bermasyarakat.

Menciptakan masyarakat yang mencintai budsiganl dan budaya Ininangkabau.
Melestarikan fungsi adat sesuai dengan pitaghia’ mangato adat mamakai”

Membentuk sikap sebagai seorang muslim dafimalsyang baik dan berakhlak mulia.
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Pasal 4

Fungsi berpakaian muslim dan muslimah adalah umekjaga kehormatan dan harga diri sebagai ide
muslim dan muslimah serta untmenghindari kemungkinan terjadinya ancaman dangaargdan pihak lain.

BAB Il
KEWAJIBAN DAN PELAKSANAAN
Pasal 5

Setiap karyawan/karyawati, mahsiswal/i, siswa/i (8IMA,SLTP/ MTs) dan masyarakat diwajibkan berbusana
muslim dan muslimah

Pasal 6
(1) Ketentuan mengenaj pakaian muslim dan maslibbagi siswal/i SLTP, SLTA mahasiswa/mahasi
karyawan/karyawatpada kantor pemerintahan sebagaina dimaksud dalam Pasal 5 diatur lebih |.
dengan Keputusan Bupati.

(2) Khusus dalarn pelaksanaan kegiatan olah raga, gyaka disesuaikan dengan bentuk dan jenis ke
olah raga.

Pasal 7
(1) Berpakaian muslim dan rnuslimah sebagaarmmaksud pada Pasatifaksanakan pada
a. Kantor—kantor pemerintahan dan swasta,

b. Sekolah negeri dan swasta, mulai dan Sekolah lamjdingkat Pertama/Madrasah Tsanawi
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Madrasah Aliyahnéak Pesantren sampai Perguruan Tinggi.

c. Lembaga-lembaga pendidikan lainnya.
d. Acara-acara resmi.

(2) Khusus Karyawan/karyawati pada instansi vertikadse, pelaksanaan berpakaian muslim dan mus
diatur lebh lanjut oleh pimpinan instansi/swasta yang begkatan sesuai dengan motto Daerah “Din
Buini Dipijak Disitu Langit Dijunjung.”

(3) Bagi masyarakat umum pelaksanaan berpakaian mdalinmuslimah diatur lebih lanjut dengan Pera
Nagari, sesuai dengan situasi dan kondisi sertasitadat setempat.

Pasal 8

Ketentuan memakaj pakaian muslim dan muslirah padea-acara resmi sebagaimana dimaksud pada huruf d
ayat (1) Pasal 6, menyesuaikan dengan acara damtkah yang berlaku setempat
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BAB IV
SANKSI
Pasal 9

Setiap pelanggaran terhadap ketentuan PeraturaatDiaédikenakan sanksi sebagai berikut
a. Bagi karyawan/ti, dosen, guru-guru dan lain-tikenakan sanksi sesuai dengan ketentuanidipipyawai.
b. Bagi siswa/i dan mahasisw/i dikenakan sardehs bertingkat sebagai berikut

(1) ditegur secara lisan.

(2) ditegur secara tertulis.

3) diberitahukan kepada orang tua.

(4) tidak dibolehkan mengikuti pela jarasdkolah.

(5) dikembalikan kepada orang tuanya /nyali

c. Bagi panitia yang mcnyelenggarakan acara resmendikan sanksi berupa teguran secara lisan agdia
menertibkan undangan.

BAB V
PENGAWASAN
Pasal 10

Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daeatéakimkan Bupati dan atau Pejabat lain yang dlitian

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 11

(1) Peraturan Daerah ini hanya berlaku bagi masyayaeg beragama Islam yang berdomisili dan atau [a
di Daerah.

(2) Bagi masyarakat yang tidak beragama Islam agar dapayesuaikan dengan ketentuan yang berlakt

agama masing-masing.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 12

Khusus bagi siswa/i SLTP/SLTA/sederajat, masa isangstuk pelaksanaan Peraturan Daerah ilainsa 3 (tiga
tahun.
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BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ipargang mengenai pelaksanaannya diatur lebih
oleh Bupati.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini berlaku efektif 1 ( satu )utalsejak tanggal diundangkakgar stiap orang dap
mengetahuinya memerintahkan pengundangan PeraRaerah ini dengan penempatanya dalam Lem
Daerah Kabupaten Sawahlunto/ Sijunjung.

Diundangkan di Muaro Sijunjung
pada tanggal 7 Februari 2003

BUPATI
SAWAHLUNTO/ SIJUNJUNG,
Dto
DARIUS APAN
Diundangkan Di Muaro Sijunjung pada tanggal 14 k&abr2003
SEKRETARIS DAERAH,
Dto
Drs. SYAMSURIZAL

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAWAHLUNTO/ SIJUNJUNG TAHUN 2003 NOMOR 3
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Berikut ini adalah beberapa pasal diskriminatif yaerdapat dalam

Ranperda Injil di kabupaten Manokwari, Papua Barat:

a) Butir 14 Ketentuan Umum: Injil Sebagai Kabar Baik

b) Pasal 25: Pembinaan Mental Memperhatikan BudayaalLdang
Menganut Agama Kristen

c) Pasal 26: Pemerintah Dapat Memasang Simbol Agamdebipat
Umum Dan Perkantoran

d) Pasal 30: Melarang Pembangunan Rumah Ibadah AgaimaJika
Sudah Ada Gereja

e) Pasal 37: Melarang Busana Yang Menonjolkan SimbchnAg Di

Tempat Umum
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Menimbang

Mengingat :

PERATURAN DAERAH
PROVINSI BALI
NOMOR 5 TAHUN 2005
TENTANG

PERSYARATAN ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

: a.

b.

GUBERNUR BALLI,

bahwa bangunan gedung merupak@guban yang memiliki
fungsi-fungsi cultural dan fungsi-fungsiitektural;

bahwa bangunan gedung dapat menentukan kesafapeigguna
dan lingkungannya, serta mempengaruhi pencitragantitds
cultural suatu masyarakat, termasuk masyarakatsBakhgau suatu
komunitas masyarakat yang memiliki budaya berkharakhas
yang dijiwai oleh Agama Hindu;

bahwa agar bangunan gedung dapat menjamin kesela
penghuni dan lingkungannya serta mengakomodasimniliéa luhur
budaya masyarakat Bali, maka bangunan gedung harus
diselenggarakan berdasarkan filsafat Tri Hita Karamilai-nilai
luhur budaya masyarakat Bali dalam bidang arsitekingunan
gedung, prinsip-prinsip arsitektur tradisional Bglersyaratan —
persyaratn, bentuk, karakter dan prinsip — prinaigitektur
bangunan gedung;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana slichakalam
huruf a huruf b dan huruf ¢ perlu membentuk Peeatubaerah
tentang Persyaratan Arsitektur Bangunan Gedung;

Undang-undang Nomor 64 Than 1888ng Pembentukan
Daerah Tingkat | Bali, Nusa Tenggara Barat, danaNlenggara
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahur8196mor
115, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesiendlo
1649);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang BendgalC
Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah@2 Nbmor
27, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesiadi8#i70);
Undang — Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentangiaraRuang
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nohidk,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No#f@it)3
Undang — Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bzary
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu@3 20
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Irslane
Nomor 4247);

Undang — Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Ewetukan
Peraturan Perundang — Undangan (Lembaran NegarabRep
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaragarsde
Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang — Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentangeRetahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah0d4 Rdmor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesimadro
4437);
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Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BALI
dan
GUBERNUR BALI
MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERSYARATAN

ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.

2
3.
4

©

10

11

12

13.

14.

Provinsi adalah Provinsi Bali

. Pemerintaah Provinsi Pemerintah Provinsi Bali,

Gubernur adalah Gubernur Bali.

. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya gksinDPRD adalah Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali.

. Arsiktur adalah tata ruang dan tata bentuk sEbagdah kegiatan manusia baik

individu maupun kelompok untuk menunjang kesejaatejasmani dan rohani.

. Tradisi adalah kebiasaan yang diwariskan secams —temurun yang dianggap baik

dan benar oleh masyarakat.

. Arsitektur tradisional Bali adalah tata ruang data bentuk yang pembangunannya

didasarkan atas nilai dan norma-norma baik tertmgipun tidak tertulis yang
diwarikan secara turun-temurun.

. Arsitektur non tradisional Bali adalah arsitekyang tidak menerapkan norma-norma

arsitektur tradisional Bali secara utuh tetapi nmnepitkan gaya arsitektur
tradisional Bali.

Arsitektur setempat adalah arsitektur yang tetantradisi/berakar/mapan dalam
budaya masyarakat di suatu satuan lingkungan irddis tradisi kecil sampai
lingkungan tradisi besar di propinsi Bali.

. Arsitektur warisan adalah arsitektur peninggatssa lampau di Provinsi Bali, baik
dalam keadaan terawatt/dimanfaatkan sesuai fureysiatgu tidak terawat/tidak
digunakan sesuai fungsi, bergerak atau tidak ba&kgeberupa kesatuan atau
kelompok atau bagian-bagiannya atau sisanya, yamggap memiliki nilai-nilai
penting bagi ilmu pengetahuan, sejarah, kebudaydan, nilai-nilai signifikan
lainnya, seperti yang diatur dalam peraturan peangd undangan.

. Persyaratan Arsitektur adalah persyaratan ipanipitan dengan bentuk dan karakter
penampilan bangunan gedung, tata ruang dalam, esimiiangan/keselarasanya
dengan lingkungannya.

. Gaya arsitektur tradisioonal Bali adalah copmnampilan arsitektur yang dapat
memberikan citra/nuansa arsitektur berlandasarkaaya Bali yang dijiwai oleh
agama Hindu melalui penerapan berbagai perinsigukegang mengandung
identitas maupun nilai-nilai arsitektur tradisioizalli.

Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaanskoksi yang menyatu dengan
pekarangan sebagai tempat kedudukannya, sebagiaseitiruhnya berada di atas
dan/atau dibawah tanah dan/atau air.

Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjkonstruksi yang menyatu
dengan tempat kedudukannya, sebagian atau selaridemgda di atas dan/atau di
dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagapake manusia melakukan
kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tindgadjatan keagamaan, kegiatan
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usaha, kegiatan social, kegiatan budaya, kegiatemparan, maupun kegiatan
khusus.

15. Bangunan gedung fungsi hunian adalah banguedung yang digunakan sebagai
tempat tinggal atau sarana bagi pembinaan kelurga.

16. Bangunan gedung fungsi keagamaan adalah bangedang yang digunakan untuk
pelaksanaan ibadah.

17. Bangunan gedung fungsi usaha adalah bangumamgyeyang digunakan sebagai
tempat untuk kegiatan usaha.

18. Bangunan gedung fungsi social dan budaya atialagpunan gedung yang digunakan
sebagai tempat untuk kegiatan pelayanan socialkdgiatan interaksi manusia
dengan lingkungan serta kehidupannya.

19. Bangunan gedung fungsi campuran adalah bangyetamg yang memiliki lebih dari
satu fungsi.

20. Bangunan gedung fungsi khusus adalah banguwedumg yang mempunyai tingkat
kerahasiaan fungsi yang tinggi dan/atau yang meggupotensi resiko bahaya
yang besar.

21. Pekarangan adalah bidang lahan dengan bentultkdiaan tertentu yang bersisi atau
akan diisi bangunan.

22. Penyelenggaraan adalah kegiatan pembangungnmyeliputi proses perencanaan
teknis dan pelaksanaan konstruksi serta kegiatamapatan, pelestarian, dan
pembongkaran.

23. Pemanfaatan adalah kegiatan memanfaatkan tEmg@dung sesuai dengan fungsi
yang telah ditetapkan termasuk kegiatan pemelihafgearawatan dan pemeriksaan
secara berkala.

24. Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga kehanbafgunan gedung beserta prasana
dan sarananya agar tetap laik fungsi.

25. Pembingkaran adalah kegiatan membongkar/mekabolseluruh atau sebagian
bangunan gedung, komponen, bahan bangunan dapfatana dan sarananya.

26. Peransert masyarakat adalah berbagaikegiatsyamaliat yang timbul atas kehendak
dan keinginan sendiri di tengah masyarakat untuk mkengawasi dan bergerak
dalam penyelenggaraan bangunan gedung.

27. Kawasan khusus adalah suatu satuan territpaay ditetapkan oleh Gubernur
berdasarkan persyaratan arsitektur khusus, kaistktealam, dan budaya dengan
tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, pelestadan, pengayaan kasanah
Arsitektur Bali.

Pasal 2
Arsitektur bangunan gedung diselenggarakan berskagiaasas manfaat, kehendak,
keindahan, dan kekhasan bentuk/karakter arsitskita keserasian bangunan gedung
dengan lingkungannya.

Pasal 3

Pengaturan persyaratan arsitektur bangunan gecdutguan untuk;

a. mewujudkan bangunan gedung yang memiliki coeakldhrakter arsitektur tradisional
Bali secara umum maupun corak arsitektur khas geteserta yang serasi dan
terpadu dengan lingkungannya; dan

b. mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggdraagunan gedung agar
menghasilkan bangunan gedung yang sesuai dengesipgprinsip arsitektur
tradisional Bali.

XXVI



BAB Il
FUNGSI DAN KLASIFIKASI BANGUNAN GEDUNG
Bagian Pertama
Fungsi Bangunan
Pasal 4
(1) Fungsi bangunan gedung digolongkan dalam fukggjamaan, fungsi hunian, fungsi
usaha, fungsi social dan budaya, fungsi khusutg ergsi campuran.
(2) Bangunan gedung yang berfungsi sebagaimanksimgada ayat (1) harus
dibangun di tempat yang sesuai dengan peruntukasilgang diatur dalam Rencana
Tata Ruang yang berlaku.

Bagian Kedua
Klasifikasi Bangunan Gedung
Pasal 5
Klasifikasi bangunan gedung berdasarkan :
a. kompleksitas;
b. tingkat kepermanenan; dan
c. bentuk dan karakter

Bagian Ketiga
Larangan Perubahan Fungsi Bangunan Gedung
Pasal 6
Setiap orang dilarang mengubah fungsi bangunan lyarigntangan dengan peruntukkan
lokasi diatur dalam Rencana Tata Ruang yang berlaku

Bab Il
ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG
BAGIAN PERTAMA
PERSYARATAN ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG YANG AKAN DBANGUN
Pasal 7
(1) Arsitektur bangunan gedung harus memenuhi peaisn :
a. penampilan luar dan penampilan ruang dalam;
b. keseimbangan, keselarana, dan keterpaduan kmnggedung dengan
lingkungan dan ;
¢. nilai-nilai luhur dan identitas budaya setempat.

(2) Persyaratan penampilan bangunan gedung selmgmidmaksud pada ayat (1) harus
menerapkan norma-norma pembangunan tradisionald@aliatau memperhatikan
bentuk dan karakteristik Arsitektur Tradisional Bghng berlaku umum atau
arsitektur dan lingkungan setempat yang khas dimgasiasing kabupaten/Kota

(3) Persyaratan ruang dalam bangunan sebagaimamzksilid pada ayat (1) harus
memperhatikan fungsi ruang dan karakter elemenesieyang melekat pada
bangunan.

(4) Persyaratan keseimbangan dan keselaran bang&tamg dengan lingkungannya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memparhaérciptanya ruang luar
bangunan gedung, ruang terbuka hijau yang seimtsamgsi dan terpadu dengan
lingkungannya.

(5) Gedung menetapkan lebih lanjut ketentuan peitampangunan gedung, tata ruang
dalam, keseimbangan dan keselaran bangunan gedoggrdlingkungannya

XXVII



sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2)(3)yatan ayat (4) setelah mendapat

rekomendasi dari DPRD.

(6). Pembangunan bangunan gedung tradisional Bdlirddalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal
10, Pasal 11, dan Pasal 12, sedangkan pembangwamaurian gedung non
tradisional Bali diatur dalam Pasal 13, Pasal BaP15 dan Pasal 16.

BAGIAN KEDUA
PERSYARATAN ARSITEKTUR BANGUNAN TRADISIONAL BALI
Pasal 8
(1) Fungsi bangunan tradisional Bali dibedakan #&tmsgunan keagamaan, bangunan
perumahan dan bangunan social.
(2) Pendirian bangunan tradisional harus mengikutina bangunan tradisional Bali.

Pasal 9
Pembangunan bangunan keagamaan umat Hindu di Balnemnapkan norma
pembangunan tradisional Bali yang memuat keteriersiang bangunan keagamaan.

Pasal 10
Pembangunan bangunan rumah tradisional di Bali tapkan norma pembangunan
tradisional Bali yang memuat ketentuan bangunarahum

Pasal 11
Pembangunan bangunan gedung tradisional fungsalsbarus menggunakan norma
pembangunan tradisioal Bali yang memuat ketenteraiamg bangunan sosial.

Pasal 12
Pembangunan gedung yang pengaturnya tidak terddgdatn norma sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Phsdapat mengoptimalkan
penerapan prinsip-prinsip arsitektur tradisiondi.Ba

BAGIAN KETIGA
PERSYARATAN ARSITEKTUR BANGUNAN GEDUNG NON
TRADISIONAL BALI
Pasal 13
(1) Arsitektur bangunan gedung non tradisional Belrus dapat menampilkan gaya
arsitektur tradisioal Bali dengan menetapkan ppipsinsip arsitektur tradisional
Bali yang selaras, seimbang dan terpadu dengakulilgan setempat.

(2) Prinsip-prinsip arsitektur tradisional Bali sgfaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tetgksahkan dari Peraturan
Daerah ini.

(3) Pembangunan bangunan gedung dengan fungsi klyasig karena kekhususannya
tidak mungkin menerapkan prinsip-prinsip arsitektinadisional Bali, dapat
menampilkan gaya arsitektur lain dengan persetufbiabernur setelah mendapat
rekomendasi DPRD.

Pasal 14

(1) Penempatan bangunan dengan masa majemuk, skstai strktur nilai pembagian
tapak atau mandalanya.
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(2) Komposisi massa bangunan majemuk, ditata metmbesuatu halaman utama
sebagai pusat orientasi masa bangunan.

Pasal 15
Desain pagar dan gerbang disepanjang jalan raygattm lingkungan harus menaati
prinsip-prinsip arsitektur tradisional Bali.

Pasal 16
Bangunan gedung pemerintah, rumah dinas dan/ataahryabatan harus memenuhi
persyaratan arsitektur menurut Peraturan Daerah ini

BAB IV
ARSITEKTUR WARISAN
Pasal 17
(1) Arsitektur warisan, baik yang berada dibawapekeilikan dan/atau penguasaan oleh
pribadi, badan pemerintah dan non pemerintah ldilindungi dan dilestarikan.
(2) Setiap pemgaran dan/atau pengembangan arsitgktisan harus menaati prinsip-
prinsip pelestarian baik dari segi desain, bahaupun cara pengerjaan.
(3) Pemanfaatan arsitektur warisan harus sesugadetingsinya.

Pasal 18
Pembangunan gedung pada kawasan khusus yang meanditektur warisan harus
menaati prinsip-prinsip desain arsitektur pada leandersebut.

BAB V
SIMBOLIS FUNGSI
DAN SIMBOLIS AGAMA
Bagian Pertama
Simbolis Fungsi
Pasal 19
Simbol —simbol fungsi dari fungsi pokok suatu bamgu harus terekspresi dalam
arsitektur bangunan gedung;
Bagian Kedua
Simbol Keagamaan
Pasal 20
(1) Simbol keagamaan hanya dapat dipergunakan fesdpat-tempat dan/atau bagian
bangunan yang sesuai dengan norma keagamaan.
(2) Simbol keagamaan sebagaimana dimaksud pada(Byaliatur lebih lanjut oleh
Gubernur setelah berkoordinasi dengan majelis-isdjeagamaan.

BAB VI
PENGENDALIAN PENERAPAN PERSYARATAN ARSITEKTUR
Pasal 21
Gubernur mengkoordinasikan pengendalian persyaratsitektur bangunan gedung,
penggunaan symbol fungsi, dan symbol keagamaaradgremerintah kabupaten/kota.

Pasal 22

Masyarakat dapat berperanserta dalam pengendatiaergpan persyaratan arsitektur
bangunan gedung;
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BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 23
Arsitektur bangunan gedung yang tidak sesuai dengdentuan dalam Pemeraturan
Daerah ini, harus menyesuaikan dengan persyaratsitekéur bangunan gedung
sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.

BAB VIl
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24
Peraturan Daerah yang memuat tentang persyarasdekaur bangunan gedung yang
telah ada dan tidak bertentangan dengan Peraniratinyatakan tetap berlaku.

Pasal 25
Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggahddingkan Agar setiap orang
mengeahuinya, memerintahkan Pengundangan Peratbaerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bali.
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LAMPIRAN IV

CURRICULUM VITAE

Data Pribadi
Nama : M. Nasir. Agustiawan
Jenis Kelamin : Laki-laki
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